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ABSTRACT

Unemployment is a problem that always happen hearts one economy
should resolved to review also increase revenues and welfare. Central Java
Province has unemployment third largest and the second smallest minimum wage
compared with 29 other Provinces in Indonesia. Singer study aimed to analyze the
effect of the minimum wage review and the GDP against unemployment in Central
Java.

The objective of this study is to analyze the impact of minimum wage and
regional PDB on to unemployment Central Java. This study uses panel data by
means of multiple linear regression analysis with fixed effect model. With time
series data used is 2002-2013 with a cross-section 35 District / City in Central
Java.

The results showed that the minimum wage variable positive and
significant effect on unemployment, as a result of movement of workers looking
for new jobs with higher wages. In addition, the regional GDP variable
significant negative effect on unemployment, as a result of economic growth that
increases the capacity of the economy and affect the amount of labor utilization.

Keywords: Unemployment, Minimum Wage, Regional GDP, Data Panel.
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ABSTRAK

Pengangguran merupakan permasalahan yang selalu terjadi dalam suatu
perekonomian yang harus diatasi untuk meningkatkan pendapatan dan juga
tingkat kesejahteraan. Provinsi Jawa Tengah mempunyai pengangguran terbuka
ketiga terbesar dan upah minimum kedua terkecil dibandingkan dengan 29
Provinsi lainnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh upah minimum dan PDRB terhadap pengangguran terbuka Jawa
Tengah.

Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode analisis regresi
linier berganda model fixed effect dengan least square dummy variabel. Data
runtut waktu yang digunakan adalah 2002-2013 dengan data cross-section 35
Kabupaten/Kota Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel upah minimum berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah. akibat dari
perpindahan tenaga kerja yang mencari lapangan kerja baru dengan tingkat upah
yang lebih tinggi. Selain itu, variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap pengangguran terbukadi Jawa Tengah, akibat dari pertumbuhan ekonomi
yang meningkatkan kapasitas perekonomian serta mempengaruhi besarnya
penggunaan tenaga kerja.

Kata kunci: Pengangguran Terbuka, Upah Minimum, PDRB, Data Panel
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadaan ekonomi makro menunjukan tingkat keberhasilan suatu Negara
dalam melakukan ekonomi pembangunan. Kebijakan ekonomi makro bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, keadaan perekonomian yang
stabil dan sustainable, serta tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Seringkali
kebijakan makro difokuskan untuk kesempatan kerja yang tinggi, dimana jumlah
penggunaan tenaga kerja yang tinggi atau maksimal akan menghasilkan tingkat

pendapatan nasional yang maksimum.

Salah satu indikator kapasitas produksi nasional dalam suatu Negara
adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan jumlah produksi netto
dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam waktu tertentu.
Kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan dapat dilihat
dari peningkatan PDB secara terus menerus dari waktu ke waktu. Kemampuan
yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang mengalami

pertambahan dalam jumlah dan kuantitasnya.

Indonesia sebagai Negara berkembang masih memiliki angkatan kerja
yang besar dan juga struktur lapangan kerja dengan perekonomian yang dualistic,
yaitu sektor tradisional (informal) dan sektor modern yang pada umumnya relatif

kecil. Selain itu secara umum pasar tenaga kerja Indonesia dicirikan oleh



kelebihan penawaran tenaga kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja dan

pengangguran yang sangat tinggi. Menurut BPS pengangguran terbuka adalah

mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; mereka yang tidak bekerja dan

mempersiapkan usaha, mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan

karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang tidak

bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum

mulai bekerja.

Gambar 1.1

Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Persentase Penduduk Bekerja dan
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Gambar 1.1 menggambarkan perkembangan keadaan angkatan kerja

Indonesia yang dimana jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja

cenderung meningkat dengan angka terakhir adalah 162 juta penduduk yang

masuk dalam katagori angkatan kerja pada tahun 2013 dan rata-rata kenaikan

angkatan kerja 12 tahun terakhir adalah 1.19 persen.



Berbeda dengan tingkat penduduk yang bekerja dan pengangguran yang
mengalami fluktuatif. tingkat pengangguran dalam gambar 1.1 merupakan refleksi
dari tingkat penduduk yang berkerja. Kenaikan tingkat pengangguran terjadi pada
awal tahun 2002 dengan tingkat 6.4 persen yang menjadi 7.4 persen pada tahun
2005, dimana tingkat pengangguran 2005 merupakan tingkat pengangguran
tertinggi pada 12 tahun terakhir atau berjumlah 10.854.254 jiwa. Kenaikan ini
juga terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pengangguran 4.5 persen atau
7.302.482 jiwa dengan tingkat pengangguran 4.4 persen atau 7.166.323 jiwa di
tahun sebelumnya yaitu 2012. Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat
pengangguran ini terjadi pada awal tahun 2005 dengan tingkat 7.4 persen atau
10.854.254 jiwa menjadi 6.13 persen atau 7.166.323 jiwa pada tahun 2012 atau
pada 6 tahun terakhir.

Sejak awal desentralisasi tahun 2001, pemerintah daerah mempunyai
kewenangan dalam mengurusi kegiatan atau bertanggung jawab atas keadaan
perekonomiannya. Perubahan pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi ini
salah satunya adalah bertujuan untuk mendukung penurunan tingkat
pengangguran serta meningkatkan sumbangan pendapatan daerah yang dapat
meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi secara nasional secara
keorganisasian. Gambar 1.2 menggambarkan jumlah rata-rata pengangguran
terbuka Provinsi Indonesia pada tahun 2002 hingga 2013 atau 12 tahun terakhir

sebagai berikut:



Jawa Barat
Jawa Timur
Jawa Tengah
Banten
DKl Jakarta
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Sumatera Selatan
Lampung
Riau
Sumatera Barat
Aceh
Kalimantan Timur
NTB
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Sulawesi Utara
DI Yogyakarta
NTT
Bali
Jambi
Sulawesi Tengah
Papua
Sulawesi Tenggara
Maluku
Kalimantan Tengah
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Gambar 1.2
Jumlah Rata-rata Pengangguran Terbuka Provinsi Indonesia
Tahun 2002-2013 (Jiwa)
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Jumlah rata-rata pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada Provinsi

Jawa Barat dengan jumlah rata-rata pengangguran terbuka 2.155.178 jiwa dan

28.419 pengangguran terbuka terendah terdapat pada Provinsi Maluku Utara.



Selain itu Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan urutan ke 3 terbesar yang

mempunyai tingkat jumlah rata-rata pengangguran terbuka yaitu 1.182.635 jiwa.

Tingkat upah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat penyediaan
dan permintaan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi tingkat penyediaan dan

permintaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja.

Gambar 1.3
Jumlah Rata-rata Upah Minimum Provinsi Indonesia
Tahun 2002-2013 (Rupiah)
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Berdasarkan jumlah rata-rata pada gambar 1.3 tingkat upah minimum
Provinsi Jawa Tengah mempunyai urutan kedua terkecil yaitu Rp. 526.825
setelah upah minimum Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai upah minimum
terkecil dari 30 Provinsi Indonnesia yaitu Rp. 501.938. selain itu tingkat upah

minimum tertinggi yaitu Rp. 1.052.133 terdapat pada Provinsi Papua.

Sesuai dengan gambar 1.2 dan gambar 1.3 pada Provinsi Jawa Tengah
merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai permasalahan dalam keadaan
angakatan tenaga kerja terutama pada pengangguran terbuka. Dimana besarnya
jumlah pengangguran terbuka Provinsi Jawa Tengah dalam urutan ke tiga dengan

upah minimum urutan ke dua terendah.

Besarnya persentase yang berada dalam angkatan kerja disuatu daerah
dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk dalam suatu daerah itu sendiri
(Ananta, 1990). Dengan kata lain besarnya pertumbuhan penduduk akan

mempengaruhi tingkat pengangguran melalui besarnya jumlah angkatan kerja.

Gambar 1.4
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2002-2013
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Dalam gambar 1.4 menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk di
Provinsi Jawa Tengah. Dalam 12 tahun terakhir Provinsi Jawa Tengah
mempunyai 0.45 persen rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk, dimana tingkat
pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 dengan tingkat 1.92 persen pertumbuhan
penduduk atau berjumlah 33.270.207 penduduk dan tingkat 1.58 persen

pertumbuhan penduduk atau 32.908.850 penduduk pada tahun 2005.

Gambar 1.5
Jumlah dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002-2013
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Menurut Mulyadi (2003), angkatan kerja adalah penduduk dalam usia
kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat
memproduksi barang dan jasa serta berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Dimana
proporsi penyerapan tenaga kerja terhadap angakatan kerja akan mempengaruhi

tingkat pengangguran terbuka.

Dalam gambar 1.5 menggambarkan jumlah dan tingkat pertumbuhan
angkatan kerja. Dimana tingkat pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2007
dengan pertumbuhan 7.66 persen atau dengan jumlah 17.664.277 penduduk dan

4.13 persen pada tahun 2005 atau 16.634.255 penduduk yang masuk dalam



angkatan kerja. Pada tahun terakhir atau pada tahun 2013 tecatat 16.986.776

penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Gambar 1.6
Jumlah dan Pertumbuhan Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002-2013
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Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, diolah

Gambar 1.6 menunjukan pertumbuhan jumlah pengangguran terbuka di
Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan pengangguran Provinsi Jawa
Tengah adalah -0.006 persen, yang dapat diartikan pengangguran terbuka pada
Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan pada 12 tahun terakhir. Kenaikan
pertumbuhan tertinggi 0.022 persen yang terdapat pada tahun 2006 atau dengan
jumlah 1.197.244 penduduk dan pada tahun 2007 dengan kenaikan pertumbuhan

0.14 atau 1.360.219 penduduk.

Provinsi Jawa Tengah diketahui mempunyai jumlah 29 Kabupaten dan 6
kota yang dimana Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Berikut
adalah gambar 1.7 menunjukan jumlah rata-rata pengangguran terbuka

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama 2002-2013:



Gambar 1.7
Jumlah Rata-rata Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2002-2013
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Pengangguran terbuka terbesar pada Kabupaten Brebes dengan angka

72.816 penduduk dan 6.732 penduduk yang termasuk pengangguran terbuka
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terendah pada kota Magelang. Kota semarang sebagai ibu Kota Provinsi Jawa
Tengah menjadi peringkat ke 14 tertinggi dari 35 Kabupaten/Kota dengan jumlah

rata-rata pengangguran terbuka 30.159 penduduk.

Pengangguran terjadi karena adanya penyerapan tenaga kerja yang tidak
penuh atau terjadi penurunan permintaan tenaga kerja. Kebijakan penetapan upah
minimum adalah penetapan upah diatas upah keseimbangan yang menjadi isu
dalam permasalah penurunan permintaan tenaga kerja. Penurunan permintaan ini
terjadi karena upah adalah salah satu variabel yang mempengaruhi biaya produksi
suatu perusahaan, karena permintaan tenaga kerja berasal dari fungsi produksi
yang memaksilmalkan pendapatan perusahaan (Heijdra, 2002). Dalam keadaan
pasar persaingan dengan kebijakan upah minimum akan menurunkan permintaan

tenaga kerja (Stigler, 1946).

Kebijakan upah minimum untuk melindungi upah tenaga kerja agar tidak
merosot pada tingkat upah yang rendah, akibat ketidak keseimbangan pasar tenaga
kerja sejak awal tahun 1969. Kebijakan ini juga dalam rangka upaya pemerintah
untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Penetapan upah minimum
didasari oleh Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pada awal tahun 1996-2006 dan
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada tahun 2007 hingga saat ini (Silalahi, 2008).
Selain itu penetapan upah minimum juga memperhatikan produktivitas dan

pertumbuhan ekonomi, untuk menyesuaian kemampuan perusahaan.

Penetapan upah terdiri dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah

Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMP merupakan upah minimum yang
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berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota disuatu provinsi, dan UMK adalah upah

minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota.

Gambar 1.8

Pertumbuhan Upah Minimum Nominal Provinsi Jawa Tengah
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Pada gambar 1.8 menggambarkan pertumbuhan UMP Jawa Tengah.

pertumbuhan tertinggi pertama terdapat pada tahun 2006 dengan pertumbuhan

15.38 persen atau mengalami kenaik sebesar Rp. 60.000 dari Rp. 390.000 pada

tahun 2005 menjadi Rp. 450.000 di tahun 2006. Pertumbuhan UMP tertinggi ke

dua adalah pada tahun 2010 dengan pertumbuhan 14.78 persen atau mengalami

kenaikan sebesar Rp. 85.000 dari Rp 575.000 di tahun 2009 menjadi Rp. 660.000

di tahun 2010. Kenaikan 15.28 persen UMP pada tahun 2013 terjadi karena

Provinsi Jawa Tengah tidak menetapkan kenaikan UMP, sehingga penetapan

diambil dari UMK terendah yaitu Kabupaten Cilacap dengan nominal Rp.

720.000 rupiah melalui Surat Keputusan Gubernur No.20/MEN/X1/2011Tentang

Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan Penetapan Upah Minimum 2012.



12

Dalam kebijakan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh
gubernur dapat menetapkan UMK atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi
dan rekomendasi dari Bupati/Walikota. Penetapan disesuaikan oleh keadaan
masing-masing KHM ataupun KHL di Kabupaten/Kota atau penetapan UMK

dapat lebih tinggi dari penetapan UMP.

Gambar 1.9
Jumlah Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2002-2013 (Rupiah)
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Berdasarkan gambar 1.9 jumlah rata-rata upah minimum Kabupaten/Kota
terbesar pada Kota Semarang dengan angka Rp. 712.394 dan Rp. 550.783 yang
termasuk upah minimum Kabupaten/Kota terendah pada kota Grobogan. Selain
itu Kabupaten Semarang juga mempunyai jumlah rata-rata upah minimum

tertinggi kedua yaitu Rp. 654.998.

Indikator penting lain dalam mempengaruhi tingkat pengangguran adalah
tingkat pertumbuhan ekonomi. Okun’s Law menyatakan bahwa terdapat hubungan
negatif antara tingkat pertumbuhan PDR riil dengan pengangguran dalam jangka
pendek (Dornbuch, 2004). Jika pertumbuhan ekonomi daerah di setiap tahunnya
meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi meningkat.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah dan
masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk pola
kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu
lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam

wilayah tersebut (Arsyad, 2004).

Gambar 1.10
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002-2013 (Milyaran Rupiah)
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Dalam gambar 1.10 menggambarkan pertumbuhan produk domestik bruto
(PDRB). Dalam 11 tahun terakhir PDRB Jawa tengah mengalami kenaikan
signifikan dengan rata-rata kenaikan pertumbuhan 4.80 persen. dengan
pertumbuhan tertinggi 5.60 persen yaitu pada tahun 2012 dan pertumbuhan

terendah pada tahun 3.90 persen pada tahun 2003.

Gambar 1.11
Jumlah Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2013
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Menurut jumlah rata-rata gambar 1.11, produk domestik regional bruto
terbesar terdapat pada Kota Semarang dengan angka Rp. 19.100.250 miliar dan
Rp. 828.139 miliar yang termasuk produk domestik regional bruto terendah pada
kota Salatiga. Cilacap sebagai Kabupaten Provinsi Jawa Tengah dengan urutan ke

2 terbesar dengan produk domestik regional bruto sebesar Rp. 11.675.800 miliar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dapat
disimpulkan bahwa, upah minimum mempunyai pengaruh terhadap tingkat
pengangguran terbuka melalui besarnya jumlah tenaga kerja yang dapat terserap
pada tingkat upah minimum dan pengangguran juga dapat dipengaruhi oleh
besarnya perkembangan produk domestik bruto melalui besarnya skala
perekonomian, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan

penggunaan tenaga kerja.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, upaya pemerintah dalam menurunkan
pengangguran dalam Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal. Tingkat
pengangguran terbuka selama periode 2002-2013 masih terlihat fluktuatif
walaupun cenderung menurun di tahun terakhir. Selain itu, Provinsi Jawa tengah
Memiliki jumlah rata-rata pengangguran tertinggi ke tiga dan jumlah rata-rata

upah minimum terendah ke 2 dari 30 Provinsi di Indonesia.

Upah minimum merupakan faktor yang sangat penting dalam penurunan
permintaan tenaga kerja yang mempengaruhi jumlah pengangguran terbuka

disuatu daerah. Dalam pasar persaingan oligopsoni, upah minimum akan



16

menurunkan tenaga kerja melalu perpindahan tenaga kerja dari pekerjaan satu ke
lainnya, dan pertambahan tenaga kerja melalui keingin tenaga kerja masuk dalam
partisipasi angkatan kerja (Bhaskar, 2002). Kebijakan penetapan Upah Minimum
oleh gubernur dapat menetapkan upah atas rekomendasi Dewan Pengupahan
Provinsi dan rekomendasi dari Bupati/Walikota. Selama periode 2002-2013,

penetapan upah minimum Provinsi Jawa Tengah signifikan meningkat.

Produk domestik bruto dianggap sebagai indikator yang mempunyai
pengaruh negatif terhadap pengangguran menurut Okun’s Law (Dornbuch, 2004).
Dengan meningkatkan kapasitas produk domestik bruto akan dapat menurunkan
pengangguran terbuka melalui permintaan tenaga kerja. Produk domestik bruto di
Provinsi Jawa Tengah selama periode 2002-2013 mengalami peningkatan

signifikan.

Berdasarkan kondisi-kondisi diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini

disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum Kabupaten/Kota terhadap pengangguran
terbuka di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2002-
2013.

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
terhadap pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

selama 2002-2013.
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum terhadap pengangguran
terbuka di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2002-
2013.

2. Menganalisis bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto
terhadap pengangguran terbuka di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah selama 2002-2013.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencaraan daerah di
Provinsi Jawa Tengah.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian

selanjutnya yang mempunyai relevansi sama.

1.3.3 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini bermaksud untuk membantu memudahkan

penelitian dan pemahaman isi skripsi. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab.
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Bab pertama merupakan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul,
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Inti bab pertama ini
mengenai pengaruh upah minimum dan PDRB terhadap pengangguran terbuka

Jawa Tengah dalam kurun waktu 12 tahun, yaitu tahun 2002 sampai dengan 2013.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai landasan
teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian
yaitu teori permintaan tenaga kerja melalui fungsi produksi yang memaksimalkan
profit dalam pasar persaingan oligopsoni dan teori Okun’s Law. Pada bab ini juga
dijelaskan adanya penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dan penelitian

terdahulu dapat disusun kerangka pemikiran teoritis.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan
data sekunder dengan metode pengumpulan data tidak dengan cara sampling dan
kuesioner melainkan didapat dari instansi-instansi terkait dan metode analisis

menggunakan regresi data panel dengan alat analisis EViews.

Bab keempat merupakan pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan hasil
analisis penelitian dengan menguraikan objek penelitian, menjabarkan analisis

data penelitian dan pembahasan hasil analisis dari objek penelitian.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil
analisis data dan pembahasan. Bab ini juga memuat saran-saran untuk
merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan

penelitian ini.



